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ARSTRAI< 

Undang-Undang tenlang J>cmasyaraka1an bemsaha untuk mewujudkan visi dari 

sis tem pemasyarakatan agar semakin kokoh. Undang-Undang ini sering dikaitkan 

dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari kedua Undang-Undang 

1erse.bu1 ki1a mengenat Balai pemasyarakalan sebagai salah satu bagian terpenting 

dalam ProsC!i l'eradi lan A.oak. Dalam Proses Peradilan Anak kila mcngcnal divcrsi, 

yang mentpakan penga lihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana 

ke prose-s di luar peradilan pidana melalu.i keadilan reslurative. 

Balai pemasyarakaJan melakukan 1>enel itian masyarakat uotuk Anak yang 

berhadapau dengau bukum, yang selanjumya penelitian masyarakat tersebut ym1g 

mc.njadi dasar unruk Balai pemasyarakatan mcmbuat surat rekomcndasi diven;i dao 

mcmbcrikan rekomcndasi tcrs·ebut kcpada pcnyidik, kejak.saan, dan hakim yang 

mana rekomendasi tersebut menj adi perrimbangan dilaksanakannya diversi. Dalatn 

salah saru Kasus yang d iangkat adalah_ Kasus A~ntl bin lrwan terdapat 

ketidaksesuaiau penerapan diversi yang dilakukan o leh Penyidik dan Penw1tut 

Umum. Mal ini yang mcnjadi menarik unruk dianalisa melalui mctode pcnelitian 

yuridis-nom1atif yang mana Penulis akan menguraik.an mengeoa i apakah Penyidik 

da11 Penuntul Umum l)isa mcngabaikan •·~komendasi pcnerapan divcrsi dari Balai 

Pemasyarakatao dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan jika Penyid ik dan Jaksa 

Penuntut ,unum melakukan penahanan yang benentangan dengan Undang-Undang. 

Masil analisa Penulis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proses divei-si 

tcrhadap Anak waj ib dilakukan oleh Penyidik drui Pcnuntnl Umnm karcna dalam 

Pasal 7 ayat ( I) Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2012 temang Sistem Peradilan 

Pidana AJ1ak menje laskan bahwa setiap tahapan dari Penyidikan_ Penunrutan. dan 

Pc111cdksaan di Pcngadilru, "Ncgcri wajib mclaksanakan diversi. J ika para aparat 

hukum tidak menjalankan proses dive1-si maka akan dibe.-ikao sanksi administrasi 

hiogga saoksi pidana. Maka dari itu, Penul is telah meoguraikan bebera1>a saran 

dalrun BAB V yang sekirauya dapa1 dilakukan agar mencip1aka11 kdtarmonisan 

dalam lingkungan masyarakat sekirar. 

Kata Kunci : PeJnasyarakatan, S istem Pcradilan P idana Anak, :Oiversi, Kcadilan 

Restoratif, Balai Pe.masyarakatao, Penyidik, dan Penunrut Umum. 
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ABSTRACT 

The law 011 Correc1l011s seeks to relllize the vlsio11 of a correctional system to make it 

stronger. This Ai:1 is uflen li11kcd lo the Juve11ile Cri111i11al .!ustic'e System An From these 

two laws. we kn1Jw thal 1he Cort ectional Cenlt<r L• ar, important part of/he ./1.1ve11i!t'. .!11slic~ 
Process. 111 the Juvenile .Justice Process, we recog11ize diversion. which is the accelera//011 

of the resolutio11 q(i11ve11ile cases from criminal p roceedi11gs to 11011-criminal procee.(/i11gs 

through restora#ve j usJice. 

The correctio11a/ center co11d11c/s co111mw1ity r e.warch for children in conjlicl with thr? law. 
which then becomes the busis.for the correcliona.l center to make II letter of recommendation 

.fi,r dive.rsim1 wul provide 1/re ret•ommendation to im·estigators. prosecutors. wul judges, 

where the 1·ecommendatio11 becomes a co11sideralio11 for impleme11ti11g diversion. ht one of 
the cases raised, name(v the Asrul bill r rwnn case, there was a discrepancy in the di,,ersio11 

stond,irds carried 01.11 by the !t1ves1igato1· a11d Public Prosec:1.1/or. This is a11 /J1teresting 

111auer w be a,,a~vzed through a j 1.1ridical-11or111a1ive researd1 method in whiclt the a111hor 
will explain whether investigatot~< 011d public prosecutors can ignore diversion policy 

re<"o111111e11dations from the Correctional Ce111er tend what san(•Jions can O('cur if 
i11 1·es1igutvrs and public: pru.tecu/01:"? ure elimillated in connection with 1he luw. 

The results qf' lite author's analysis show 1/iat the imple111e111atio11 of lite diversion proces.s 
ag11i1c.vt d1ildre1111111s1 be cur ried u11t by investigators u11d public p ro,;emturs because Article 

7 paragraph ( I) of'Law N11mber I I of2012 to11i:erni11g 1he/11ve11ile Criminal ./11sti,:e System 
explains that eve,y stage of lnves1igatio11, Prosecution a11d Exami11atio11 in The District 

Co11rt is oblige.d 10 cony out diversio11. ff legal 1!(ficiol!i do not cart)' 0111 the diversio11 
pro,:ess, thc,y will be subject tu mlminislmtiw: sa11ctio11s up to criminal sa11,·tiuns. T/um:fun:, 
th.,:, awhor /,as outlined several s11ggestio11s i11 CH,4PTER V which ca11 be i111pleme111ed 111 

create han11011y in /he s11rro1111ding comm1111i(J1, 

Keywortls: Correc1io11s. Juvenile Criminal Jusrice System. Diversion. Resrorarive J1~v1ice, 

Correctio11al Cemer, /11ves1igator. and .P1,blic Prosecwor. 
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PENOAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

ls tilah pcmasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari Sabmjo, beliau 

mengemukakan istilah tersebut dalam pidato penganugerahan gelar Doc/or Ho11oris 

Causa-nya dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.1 Tujuan dari pidana 

penjara adalab pemasyarnkatan. Dalam konferensi .lawatan Kepenjaraan pada 

umggal 27 April L964 di Lembang, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai ganti 

kepenjaraan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap 

para pclanggar hukum dan scbagai suatu pengcjawantahan kcadilao yang bcttujuao 

untuk mencapai reimegrasi sosial atau pulihnya kesaman hubungan hidup, 

kehidupan. dan penghidupan Warga Binaao Pemasyarakatau di dalam masyarakat. 

DaJam perkembangan pemasyarakat ini, peraturan yang d ijadikan dasar untuk 

pembinaan narapidaoa dan anak didik adalah Gestic/11e11 Reglemem ( Reglemen 

Kepenjaraan) STB 19 17 Nomor 708, kemudian diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahuo 1995 teutang Pemasyarakatau yang a.khimya diperbaharui menjadi 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.2 Dengan adanya 

Undang-Undang tentang Pcmasyarakatan ini membuat usaha untuk mewujudkan 

vis i sistem pemasyarakatan semakin kokoh. Dalai11 Pasal 1 ayar ( 1) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tcntang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa 

pemasyarakatan merupakan subsistem peradi lan pidana yang me.nyelenggarakan 

penegakan huhm1 di bida11g perlakuan terhadap tabanan. anak. dan warga binaan. 

Selanjutnya dalam Pasal I aynt (2} menjelaskan bithwa Sisten1 Pemasyarnkatan 

adalab suatu tatanan mcngenai arah dan barns scrrn metodc pd aksanaan fungsi 

Pemasyarakatan secara terpadu. 

Dalam sistern peniasyarakatan sendiri, kjta 111engenal adaoya istilah Bala i 

Pemasyarakatan. Dalam Pasal I ayat (20) Undang-U ndang Nomor 22 'Tahun 2022 

tcntang Pemasya.-akatan, mcnjclaskan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah lembaga 

atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasy/1.rakatan terhadap 

Klien. KJ ien yang dimaksud adalah merujuk pada Pasal I ayat (8) Undang-Undang 

Nomor 22 Talmn 2022 tentang Pemasyarakatan, yang d imana Klien Pemasyarakatan 

• C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, (Bandung: Nuansa Aulia,2020), him. 199. 
2 Ibid. 
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yang selanjuo1ya disebut Kli~n adalah sescoraug yang bcrada dalam pembimbingan 

kemasyarakatan. baik dcwasa maupun anak. Bala i l'emasyarakatan mempunyai 

tugas untuk mcmbcrikao bimbingan kc111asyarakatan dan pcngemasan auak sesuai 

dengan pet-aturan perundang-undaugan yang berlaku. Balai Pcmasyarnkatan juga 

mclaksanakau peoelitiau kernasyarakata11 untuk bahau peradilan, melakukau 

registrasi klic.il pc111a.syarakatau. melakukan bimbiugan l(cmasyarakaUin dan 

pcngcnlasan anal<, mengikuti s idang peradilan di pengad ilan ncgcri dan s idang 

dewan pcmbina pcmasyarakatan di lembaga pcmasyarakatan sesuai dcngan 

peraturan pcrundang-u11dangan yang berlaku, rncmberi bantuan birnbiogan kepada 

bekas oarapidana, aoak egara dao klien pemasyarakatao yang mernerlukao, scrta 

melakukan unisan lala usaha.' 

Balai Pernasyarnkatao dalam mclakukan peoelitian kcmasyarakatan 

sclanjutnya disebut litmas untuk Divcrsi mcnipakan amanat da,i Undang-Undang 

Nomor 11 Tabun 2012 tenlang Sistem l'eradi lan Pidana Anak yang dimana pacla 

Pasa l 9 ayat { l) buru f c menjelaskan bahwa Penyid ik, Penunlul Umum. <Ian Hakim 

dahrm mclakubn Diversi harus mcmpcrtimbangkan basil penclitian kcmasyarnkatan 

dari Ba la i Pemasyarakatan. Sclanjutnya, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 

Talum 2012 tentaog Sistem l'eradilan Pidana Anak mengalm tugas dari pembimblng 

kemasyarakalan yang salah satunya adalah melakukan Litmas Diversi. Litmas 

Diversi adalah Litmas yang dilaksanakan bagi perkara anak yang memenuhi syarat 

diversi. Litmas Diversi merupakan salah satu syarat pelaksanaan upaya diversi d i 

tingkat pcnyidikan. penuntutan, maupun pengadilan. l'asa l I angka 7 U□dang­

Undang Nomor 11 Tahun 20 I 2 ten tang Sistem Perndilan Pida□a Anak yang 

dimaksud d~ngan divcrsi adalah pengalihan pcnyclesaian pcrkara anak dari proses 

peradilan pida□a ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu. penerapan 

diversi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah 

pcnting. Cara pcnanganan kejahatan dapal bcrpengaruh tcrhadap apakah pe laku akan 

melalmkan kejahatan lagi.4 Hal ini sangat berlaku bagi anak-anak yang terli bat dalam 

pelanggaran ringan, karena tidak adanya tanggapm1 yang tepal dapal mendorong 

mereka melakukan tindakan krimina l yang lebih serius. Hal ini dimaksudkan untuk 

> Ali Subroto, Modul Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (Depok: Pohon Cahaya,2022), him. 17. 
• Francois Steyn, Approaches to Diversion of Child Offenders in South Africa: a Comparative 

Analysis of Programme Theories. (University ol lhe Free Stale, 2010). him. 98. 

10 



meughindari dan roeojauh.kan anak dari proses pcradi lan sebiogga dapa1 

mengbindari s1ig111atisasi tcrhadap anak yang berhadapan dcngan hukum. 

Dal.am Pasal SI C.TA (Undang-Undang Kcadi lan Anak Af,ica) yang bcrlaku 

sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Temang Sisiem Peradilan Pidana 

Auak menyatakan babwa 111juan diver;;i adalah untuk mendorong akuntabili las dan 

memenuhi kcbutuhan individu pclaku anak; mcngin(egrasikan kembali dan 

mcrcl<onsi I iasi mereka dengan keluarga mere kn. masyarakm dan mercka y~ng 

tcrkcna danipak pelanggaran; membcrikan kescmpa.tan bagi korban untuk 

mc.ngeksprcsikan pandangannya dan mendapalkan ma ufaat dari sejumlah bentuk 

kompensasi; mencegah stigmatisasi yang limbul dari kontak deDgan si.stem peradi lan 

pidana; d11n mcnghindari anak-anak ym1g dialihkan mencrima ca1atan kriminal. 

Mcngingat cujuan diversi. bcrtujuan umuk menerapkan kcadilan restoratif dalam 

prosedur peradilan anak. 1 cgara mcmpunya i peran pcnting dala m mcncegah dan 

menyelesaikan kejahaum. sehingga keadilan resloratifmemberikan hmgkah-langkah 

dimana pi hak yang terkena d:impak langsung dmi Lindak pidana mempunyai 

kescmpatan untuk menjadi bagian dalam memulihkan kchanuonisan yang terganggu 

akibat kejahatan yang d ilakukan. Divcrsi juga dil1arapkan membi,at anak dapa1 

kembali ke dalam lingkungan sosia l secara wajar sehlngga sangal diperlukan peran 

serta semua pihak dalam rangka mewujudkan peran serla semua pihak dalam rangka 

mewujudkan hal tcrsebul.5 

Berdasarkan Pasa l 8 ayat ( I) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. proses d iversi adalah: 

"Proses Diversi di/akuka11 111e/a/11i 11111syawarah de11ga,1 melibotkarr Anak 

orang tua/ Wali11ya. korba11 da11l ata11 orang 11w/ Wali11ya. Pembimbirrg 

Kenursyc,rakmm,. dart Peke,ja Sosia/ Profesional berdasarkw1 pendekota11 

Kendi/011 Restorntij" 

Pada ti ngkat 1>cnyidikan, penuntutan, dan pemcriksaan pcrkara Anak di pengadilan 

negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat ( I) 

Unclang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari 

5 Ibid., him. 99. 
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pasal i.ni dapat dil iJ1atbahwa yang dapa1 menerapkan diversi ada lah peoyidik,jaksa 

pc11untu1 urnum, dan hakim. l)alarn pclaksilliaannya tidak semua aparat penegak 

hukum b~rwenang rnenjadi pelaksana diversi, dalam 3 (tiga) tingkaian pelaksanaan 

divcrsi dalam huk:um acara peradilan pidami anak yaim penyidikao, pcnunmtan dan 

pcmeriksaan di persjdangan. Dalam rahap penyidikan yang berwenang adalah 

pcnyidik. Dalam kasu~ anak, yang melakukan penyidikau adalah pcuyidik dari uni1 

Perlindungao Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal I angka (8) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 20 12 tcnrnng Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditegaskan 

babwa peoyidik tersebut adalah penyidik anal<, Sebelum mdaksanakan diversi 

soorang penyidik anak harus mendapalkan rekomeodasi dari Balai 

P~masyarakatan. Selanju1□ya, se,~lah surat rekomendasi dari Bala i P~masyarakatan 

sampai ke pcnyidik barulah divcn;i dapal di laksanakan. Pada iahap ini, penyidik 

selak:u fasilitator menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan 

musyawarah d ivers i. Se1clah para pihak bcrtcmu penyidik mclakukan tahap 

wawancara kepada anak untuk mengetahui moLif anak rne lab.-ukan perbuaian tindak 

pidana. wawancara ini penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan 

pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasi litator agar diversi mencapai 

kesepakaian . 

Da lmn tahap pcnuntutan, pada Pasal I aya1 (6) hnruf a dan b KUHP 

menje laskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum, Jaksa adalab pejabat yang 

diberi wewenang o leh m1dang-undang untuk bertindak sebagai pemmtut umum serta 

melaksanakan pulusan pengadil,m yang telah mcmpcro lch kekuatan bukum tetap, 

sedangkan Penuntut umlllll adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan p<metapan lmkum. Da lam hal 

diversi yang melakukan penunmtan adalah seorang penuntul umum dimana sebelum 

diterbitkan sural keputusan diversi, barus didahului kesepakatan diantara para pihak. 

Pemmtut Umum adalab fasi litator tahap kedua yang apabi la pada lahap penyidikan 

divers i tidak mencapai kcscpakatan, maka diven;i bcrlanjut ke kcjaksaan. 

Berdasarkan Pa~I I ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sis(em .Peradilan Pidana Anak, penuntut wn um adalah penuntut tunum anak. Pada 

tingkat penuntutan dimana tu gas seorang jak.sa adalall mengumpulkan para pillak 

la lu melakttkan musyawarah diversi di kejaksaan. Perhedaannya dengan tahap 

1>enyidikan adalah dalam 1aha1> pcnunturan tidak diperlukan sura1 rckomcndasi dari 
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Bala i Pemasyarakatan karena berka;;perkara diversi daii penyid ik akan dilimpa b.kan 

ke kejaksaan unn,k proses diversi lahap penuntulan. 

Da lam tahap penieriksaan perkara d i pengadilan dilakukan oleh hakim. 

Pejiibat perad ilan neg11ra yang d iberi wewenang unru]( mengadili berdasatkan Pasa l 

I ayat (8) dan (9) KUHAP. Hakim menipakan pihak sefanjutnya yang menjadi 

fasi litator d iversi pada tahap akbir yaitu tah~p pemeriksaan persidangan. 

Berdasarkan Pasal I angka (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 20 I 2 Tentang 

Sistem Peradi lan Pidana Anak, hakim adalah hakim anak . .ladi hakim yang 

menangani kasus anak adalah hakim anak dirnana Hakim anak b~.rtugasjuga s~bagai 

fasi li tator yang mengumpulkan para pibak unluk membicarakan kescpakatan d ivcrsi, 

merupakan iahap akl1ir dari penyelesaian suan, kasus yang mel ibatkan anak d ibawah 

umur yang secara bukum pidana, hak-hak anak: tidak boleh dirampas. 

Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan 

berdasark,m Pasal 7 ayal (2) Uodang-Undang Nomor 11 Talmo 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak: 

a. dia11Cll111 dengan pidana penjara di ba..,ah 7 (tujuh) ta/11111; don 

b. b11ka11 mempakan peng11Ja11gan rindak. pidana. 

Mengenai pembahasan di versi lerhadap pelaku A11ak, benar adanya bahwa tidak 

scmua kasus pidana Anak dapat diberlakukan divcrsi. Perlu dikctahui bahwa dalam 

Sistcm Pcradilan Pidana Anak tidak mclarang anak untuk dihukum dcngan pidana, 

kecuali umurnya di bawah 12 (dua belas) tahun. Pada umumnya.jika Anak sebagai 

pelaku yang dimana mereka belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 

(dua belas) tahun bisa saja dilakukan di vcrsi j ika ada pcrsctujuan dari korban dan 

keluarga korban, scdangkan jika keluarga korban tidak set,tju, maka r roscs bukum 

telap akan berlanjut. Tidak hanya iru, jika rindak pidana yang dilakukan pelnku Anak 

diancam dengan pidana penjar-a di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan 

tindak pidana dnpal menjadi pertimbangan aga,· pelaku Anak dapat di d iversi. 

Dapat dilihar da lam kasus yang te~jadi di Makassar dalam peneta1Jan Nomor: 

36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks bahwa ada seorang Anak bcmama Asru l biJ1 hwan 

berusia 16 tahun tclah mclakukan tindak pidana 1>eoganiayaan sehi ngga pcnuntut 

umum mc1\dakwanya dcngan Pasal 35 1 ayat ( I) Ki1ab Uridang-Undang Aukum 
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Pidaua (Weiboek van Sirqji-echl) dengan menyataka,, bahwa "Pengw,ioyaan 

dihukum denga11 lwkumf/fl pe,yart, se/t11.11a-lama11ya dw ({lhun delhpa11 bu/011 owu 

denda sehu11yak-banyak11ya Rp 4.500. • ". Dikelahui bahwa pada sidang tanggal 2 

Okiober 2020 Bal.ai Pemasyarakatan merckomcodasikan di laksanakannya d ivcrsi. 

tetapi Pcnyidik dan Jaksa Pcnuntut Umum mengabaikao hal tersebut sehingga 

penulis ingin mengaualis is dan ruengkaji apakah Pcnyidik d~n Peuumut Umuru 

dapat men!,'llbaikan rekomendasi penerapan diversi dari Balai Pema,yarakatan. 

Selanjumya dalam putusan pengad ilan, Hakim telah mcni mbang bahwa berdasarkan 

Pasa l 7 ayat ()) Undang-Undang Nomor I l tahun 2012 tcmang Sistem Petlldilan 

Pidaoa Anak menyatakan bahwa pada tingkal penyidikan, penumutan, dan 

pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wa,iib diupayakan Diversi sesuai 

dalam Sistem Perndilan Pida□a Anak waj ib mengutamakan pendekalan keadilan 

restomtif. yak:ni penyelesaian perkam tindak pidana dcngan melibatkan pelaku. 

korban, kcluarga pclaku/korban. dan pihak lain te.rkait unruk bcrsama-sama mcncari 

penyelesaiaa yang adil dengan menekankan pemul ihan kembali pada keadaan 

sernula, <lao bukan pembalasan.6 

Dari kasus ini, Peny idik tidak mengupayakan diversi maksimal 7 (lujuh) hari 

setelab peoyidikan dimulai, sebingga penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan 

mclimpahkan perkara kc pcmmhll umum dengan melampirkan berita acara diversi 

dan laporan penelitian kemasyamkatan. Penuntul Umum di Kasus Asrul ini juga 

lidak 111en1,'llpayak1111 diversi maksima l 7 (tujuh) hari sete lah menerima berkas 

pctkarn pcnyiclik, sel1ingga penuntut umum wajib mcnymnpaikaa bcrita acara divcrsi 

dan melirupahkan pcrkara ke pengaclilan dengan melampirkan laporan basil 

penelitian kemasyarakatan. Juga t idak terdapat upaya penerapan diversi o leh 

Peuyidik dan Jaksa Penunnn Umum padahal sudah ada rekomendasi penerapan 

diversi dari Balai Pemasyarakatan. Hal ini yang mengakibatkan kasusnya berlanjut 

di Pengadilan Negeri. Selanjutnya mengenai Bala i Pemasyarakatan atau 

Pembirubing kcmasyarakatan dalaru Pasal l angka {13) Undang-u11dang Nomor LL 

Talmn 201 1 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana merupakan pejabat 

fungsional penegak hukurn yang melaksanakan penel itian kemasyarakntan. 

pembimbingan, pengawasan. dan pendampingan lerhadap Anak di dalam dan di luar 

6 Erizka Permatasari, Upaya Diversi, https:/Jwww1h4kum9nhne.com/klinik/aluoavakan:;diversi­
beglni-prosedur-peradilan-pidana-anak-cl4775, diakses pada tanggal 10 Oklober 2023. 
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proses pcradilan pidaoa. Balai pcmasyarakatan merupakan bagian 1erpen1ing pada 

proses d ivcn;i, karcna mclakukan pencli1 ian masyaraka1 nntu.k A.nak yang 

bcrhadapa,1 dengan hukum, yang selanjutnya penclitiao masyarakat tersebu1 yang 

mi;njadi dasar 11nmk 13ala i pemasyarnkatan 111<:mbua1 surat rekomcndasi dive,-si dan 

memberikau rekomendasi tcrsebut kepada penyidik yang akan menjadi 

pertiwbangan di laksaoakannya diversi. Balai pemasyarakatun juga bc,tugas dan 

waj ib untuk mcndampiogi pclaku sclama proses diversi. Balai pcm11syarakaian juga 

bcrperan scbagai pengawas pcrilaku pelaku setelah diversi tersebut mcncapai 

kesepakatao dao berwgas untuk membimbing pelaku sclama bcberapa bulan. 

Diversi menipakan penga lihan penyelcsaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke r roses di luar peradilan pidana melalui keadilan rest-or ative.7 

Keadi lan restoratif merupakun suatu metode pendekatan yang muncul pada 1960 

untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif mempakan gerakan 

sosial g lob,1 I dcngan kcragaman internal yang sanga1 bosar yang b<:11ujuan mengubah 

cara masyarakat mema11dang dan menanggapi kejahatan. Keadilan restoratif ini 

berupaya untuk rneoggaotik,m sistem keadilan y,mg sudab ada sebelumoya." 

Keadilan restoratif. memunculkan beberapa kesenjangan salah satunya kita mel ihat 

kesenjangan dalam teori dan praktik keadiJan restoratif, yang dimana kebanyakan 

orang bclum mcmahami konsep atau gagasan tersebut. Kebanyakan orang berfikir 

babwa keadilan restoratif merupakao penyelesaian di luar pengadilan seperti 

interaksi dengan polisi di jalan dan menyogok. Kebanyakan orang tidak memiliki 

gambaran scpcrti apa bentuk kcadilan restorative ini, bagaimana mereka barus 

bertindak dalam kcadilan dan tidak rnengetahui apa basil optimaloya. 9 

Kcadilan rcstoratif ini mcrnpakan model keadi lan untuk mcmpcrbaiki sistcm 

keadilan yang sudab ada sebelumuya. Arab. Greek. dan Roma telab meoerapkan 

keadi lan restoratif ini sejak lama sebingga mereka telah meoganggap keadilan 

restorative scbaga i s istem keadilan yang telah lisang. Bwn1a dan Da la i Lama 

mengajarkan kernba li kepada negara-negara baral bahwa semakin jabat kejabatan 

yang dilakukan. scmakin bcsar pe-luang bagi Bunna dan Dalai Lama untuk 

7 Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . 
• Gerry Johnstone. Handbook of Restorative Justice, (London: Willan Publishing, 2007), him. 5. 
• Kathleen Daly, Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice, (Oxford: Hart Publishing, 

2002). him. 2. 
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meugi.nspirasi pen,bahan u,uuk melawan 1.irau.i deng11n belas kasib. Dengan kata laio. 

belajar untuk memaafkan itu lebih baik daripada melalui pembalasan. 1° Keadilan 

restorali f merupakan perubahan signi!ikan dari tujuan kead ilan yang diikuti sclama 

dua abad tcrakbir di Afrika. Sisccm yul'isprudeosi konvensional pada dasamya 

bersifat pennusuhan yang dimana korbau dau pelak.i harus melakukau pembelaan di 

Penghakiman. Pcnghakiman menyiratkan adanya pil1ak yang meaang dan ada pihak 

yang kalah.11 Negara yang belum mengcnal s is tem keadilan reslorative akan 

menggunaknn keadi lan rctribntif yang dimana memberikan rasa sakit. stigma dan 

rasa malu pada pelaku rucla lui buku1rian yang bera1. Dalam sistem retributif. pelaku 

tidak berpartisipasi dalam meogcmbangk.ao rcncana pengobatao atau s1ra1egi un1uk 

mencegah lerulangoya pelanggaran. 

Pada awalnya keadilan reslora1if d i Indonesia ini banya leori saja, bahk,m 

terkadang penyelesaian sengketa atau masalah pidana diluar peradilan sering 

dianggap tabu. Olch karcna i1u, dalam pcnulisan ini akan membaha;; mengena i 

magalah konkri1 dalam pelak~anaan keadilan restoratif di dalam peradi lan pidana 

anak. Kepolisian, Kejaksaan, dm1 Mahkamah Agung telah membmu- peraturan 

hukum pidana yang berperspek1if win win sol11tio11. yang dimana mengutamakan 

pemulihan korban. l'erlu diketalmi bahwa keadilan restoratifdi Indonesia telah diatur 

dalam Surat Edaran Kcpolisian Nomor 8 Talmn 2018 Tentang Pencrapan Keadilan 

Resloratif da lam Peoyelesaian Perkara Pidana. Peraturan Kejaksaan Republik 

b1donesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghent ian Pemmtulan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif dan Surat Keputusiln Dircktur Jc□deral Badan l'cradi lao Umum 

Nomor 1691 TahLm 2020. Adanya ketiga pernturao ini, berlujuan untuk 

mengendalikan kejahatan deogan lebib efektif dan lebi b berfokus pada para korban 

kejahatan dan penyembuhan trauma yang cendenmg mereka deritai. 

Selanjutnya membahas mengenai seorang anak dalam melakukan suatu 

kejahatan, sebtnarnya krlalu ekstrim apabi la ctisebut sebagai kcjahatan. 11 Ma l ini 

ctikarenakan anak masih dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses 

kemantapan psikis mcnghasilkan sikap kritis. serta agresif yang dapat menggnnggu 

•0 John Braithwaile, Restorative Justice and Responsive Regulation. (United Stales of America. 
2001 ), him. 3. 

" Francois Steyn. Op. Cit.. him. 103. 
12 Setya Wahyudi, /mplementasi Ide Divers/ ,ta/am Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia. {Yogyakarla: Genta Publishing. 2011), him. !,. 
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keLen iban umum. Hal inj belum bisa d ikatakan scbagai kejahatan mela i.ukan sebuah 

kenaka lan yang di lakukan oleh Anak. Anak belum sadar sepenuhnya dalam 

benindak dan kondisi ps ikologis yang masih bclum seimbang.13 Agar pe1t u111buhan 

psikis anak yang pcrnah rnelakukan suan1 ti ndak pidana dapar bcrlangsuug dcngan 

baik. maka dalam Undang-Uudang Sistem Peradilau Pidana Anak me11ge11a l adauya 

di vcn<i yang dapat rucnyclcsaikan pcrkara Anak melalui keadilau restorat if. 14 

Kcad ilan restoratif adalah pcnyelcsaian perkara tindak pidana dcngan melibalkan 

pclaku, korbM, kelunrga pelak\t atau korban, dan pihak lain yang tcrka it unmk 

bersama-sama mencari penyclesaian yang adil dengaa menekanklln pemulihan 

kembali pada kcadaan semua, bukan pemba lasao. 

Perl indungan anak harn;; diusah'1k,m dan diupayakan dari sejak d i.ni agar 

anak dapal berp(ll'tisipasi secara optimal untuk membangun negara ini ke arah yang 

lebih baik . Hal ini ditegaskan melalui konferensi intemasional "Deklarasi Jenewa .. 

lent,mg Ha.k-hak Anak tahun 1924 yang d iakui dulam Universal Dec/11ratio11 of 

Human Rights 1ahun 1948. kemudian pada tanggal 20 November 1958. Majelis 

Urnum l'BB mengesahkan Dedaralion of 1/ie Rights q( the Child '-' yang dimaaa 

te rdapat 10 asas tentang hak-hak anak. Dengan adanya konferensi intemasional 

tersebut merubuat penulis ingin ruenganali,,, dan mengkaji kejahatan Anak dalam 

rangka keadilan resroratif agar menegakkan hukum dalam upaya perl indungan 

masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manfoat menyusun penelitian 

ini adalah untuk memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 

uruumnya dan ilmu hukum pada khususnya tcrkait dengan pcncrnpan d.ivcrs i dengan 

earn kcadilan restoratif dan j uga menambah bahan referensi clan bahan masukan 

untuk penelitian selanjutnya. Rencana penuJis melakukan penelitian ini untuk 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan clan menjadi bahan masukan bagi orang 

tua dau masyarakat agar terJ1i11dar dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. 

Dalam ha! ini berarti terdapat keli daksesuaian penerapan diversi yang dilakukan o leh 

Penyidik dan Jaksa Pcnuntu.t Umuru, schingga harus dipikirlrnn lagi bahwa apa 

akibat hukum yang seharusnya dilanggung o leh pelaku Anak. Sela in itu, sanksi apa 

13 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Unluk Dihukum. (Jakarta:PT Sinar Grafika, 2012). him. 34. 
"Lilik Mulyadi, Wajah $is/em Peradilan Pidana Anak Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2014), him. 

113. 
15 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sis/em Peradilan Pidana Anak Di 

Indonesia, (Bandung: PT Refika Adilama, 2014). him. 51. 

17 



yang dapal diterapkan untuk aparat hukurn yaog mengabaikan rekomeodasi d iven,i 

dari balai pemasyarakatan. AkJ1ir kata. pcnulis re,tarik untuk mcnel iti permasal~han 

ini lebih lanjut dalam pcnulisan hukum yang dianalis is dengan judul "Tinjauan 

Yuridis terhadap ·Fuogsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang 

Penera11a11 Diversi yang Diabaikan oleb Peuyidik dau Jaksa Peouotut Umum" 
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1.2 ldentifikasi Massiah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, mak.a n,musan masa lab yang 

dapat dibahas dalam peoelitian ini adalah sebagai berikuL: 

I. Apakab Penyid[k dan Jaksa Pcnuntut Uwum bisa mengaba[kan rck.omendasi 

penerapan diversi dari Balai Pemasyamkatan'/ 

2. Sanksi apa yang dapal dijatuhkan jika Penyidik d~n Jaksa Pcnunlllt umurn 

melakukan pcnahauan yang bertcntaugan dengan Undang-Undang? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliria11 
Tujuan dari peoelitian ioi adalah sebagai berikut: 

I. Umuk mengeta hni apakah Penyidik dan Penuntut Urnum bisa rncngabaikan 

rekomendasi pcnerapan diversi dari Balai Pemasyarakatao. 

2. Unillk mengctahui saoksi apa yang dapm dijaruhkan jika Penyidik dan Jaksa 

Pcnunruc 1,murn mdakukan penahanan yang bertcntangan tlcngan Unda11g-Untlang, 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai be1ikut: 

I. ManfaM Tcoritis, hasil penulisao akhir ini diharapkan clapa1 rncmberikan 

pengctahuan bagi pM.i pembaca untuk menambah wawasan. 

2. Manfaat Praktis. basil penulisan akhir ini diharapkan dapat membe,ikan rcferensi 

bagi para pembaca yang akan menulis topik yang scrupa. 
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J.4 Mctodc Pcnelitian 
Penelusuran hukum yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

penelilian hnkum yur idis nomu1tif. Mctodc pcnclitian ini m<'rupakan mctodc 

penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cam 

meneliti bahan pustaka yang ada. Ciri ldias dari penulisan dengan menggunakan 

metode yuiidis nom1atif dalam Penelitian ini secara khusus masuk ke da lam sub bab 

V, selanjutnya dalam metode ini juga menggunakan pola pikir deduktif. yailu dari 

umum ke kbusus dan memptmyai kriteria kebenaran yang koheren. Data-data yang 

akan digunakan oleh pcmdis dalam penelitian ini adalab sebagai berikut: 

• Data primer yang bersurJtber dari peramran perundang-undangan dalarn 

hal ini yang akan digunakan Pasal I ayat (6) huruf a dan b KUMP, Pasal 

ayal (I ) Undang-Undang Nomor 22 Tahw1 2022 tentang 

Pemasyarakatan, Pasal I ayal (8) Undang-Undang Nomor 22 Talmo 2022 

tentang Pemasyarakatan, Pasal ·1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 

Tabtu1 2022 tentiuig Pemasyarakatan. Pasal I angka 7 Undang-Undang 

NomOI' 11 Taltun 20 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal I 

angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 12 tcntang Sistem 

Perndilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (l ) Undang-Undang Nomor 11 

Tahw1 2012 tentang Sistem Peradi lan Pidana Anak, Pasal 8 Ayat (1) 

Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tenta,ig Sistem Peradilan Pidana 

Auak, Sistem Peradi lan Pidana Anak, Pasal 9 Ayat ( I) Undang-Undang 

Nomol' I I Tahu11 20 12 tcntang Sistcm Pcradilan Pidaoa Anak, Sistcm 

Peradilan Pidana Anak, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 12 

tentang Sistem Peradi lan Pidana Anak. Sural Eda1'l!n Kepolisian Nomor 

8 Tahun 20 18 Tentang Peoera1>an KeJidi lan Resloratif dalam 

Pcnyelesaian Perkara Pidana, Peramrao Kejaksaan Rcpublik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2020 Tenrang Pcngbcmian Penunn,tan Berdasarkan 

Kead ilan Rcstoratif dan Stll'lll Keputusan ()ircktur Jcodcral Badan 

Peradilan Umum Nomor 1691 Tal1Un 2020. 

• Data sckuodcr yang bcrsumbcr dari buku 

o C. Dj isman Samosir, Penologi dan Pcmasyarakatan 

o C. Dj isman Samosir, Hukum Acar:i Pidana 

o 1'.A.f Lamintang. Dasar-Dasar Hula1111 Pidana Jndo11esia. 

(Jakarta: Sinar Grauka, 2019) 
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o Roml i A1masasmi1a, Masallth Kenakalan Anak-A11ak Rem1{ia, 

(Bandung, 1983) 

o Djoko Prakoso dan Agus Munarso, Hak As11si Tersangka """ 

Per'1111111 Psikulugi du/am Kunleks KTJ!fAP. (JakarUi: Bina 

Aksara. I 987) 

o E. Utrcc.bt, Hul.rnm Pidana II, (Surabaya: Pusu.ka Tinta Mas, 

1994), 

o Chiclir Al i, Respunsi Hnlmm Pida11", (Bandung: A,mico, 1985) 

o Sakidjo dan Bambaag Poernomo. Hukum Pida11a Kodifikasi, 

(Jak~uta: Hukum Pidana Dasar A1uran Umum Ghalia Indonesia, 

1990). 

o Selanjulnya a.1tike l-ru1 ikel relevaa yang dite lurnri d i internet yang 

dimana berasal dari Kompas. Komisi Perlindungaa Anak 

l11donesia , dan Sistcm lnformasi Online Perlindungan Pcrcmpuan 

dan Anak. 

• Data hukum tcrsier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa 

lodonesia dan beberapa Kamus Hukum lainoya. 

Da lam penelusumn hukum juga terdapat 1eknik -pengumpulim data yang 

dimana penulis akan melakukru1 s tudi pustnka dengan mengumpulkan bl)han hukum 

berupa peraturan perundang-uadangan. jmnal ilmiah hukum. buku. kamus, dan 

berbagai situs yrurg bcrkaitan dcngan pem1asalahan yang diangkat. Selanjumya 

dalam penelusuran hukum juga ada teknik analisis data yang dimana dari data yang 

1e lah dikum-pulkan, penul is akru1 menyusun sesuai dari unum1 lalu mengerucut ke 

khusus yang. nantinya penulis akan mengruialisis dengan cara memil ih sumber yang 

re levan yang te lah disusun yang akan digunakan untuk menjawab pe11anyaan yuridis 

mengenai permasalahan yang d iangkat. 
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1.5 Rencana Sistemat i.ka Penulisan 
13A.B 1 Pendahuluan 

E'ada bab hti, penulis akan mcnjelask.an latar belakang mengeoai Tinjauan 

Vuridis terhadap Tiojauan Vuridis tcrhadap Fungsi Rekomcndasi dari Balai 

Pemasyarakman tcnumg Penerapan Diversi yang Diabaikan olch Penyidik clan Jaksa 

Pcnuntuc Umum. 

BAB ll Tiojauan J>ustaka 

Pada bab ini akan clijelaskan mcngcnai 1inj auan pustaka yang tcrkail dcngan 

Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Rek.omendasi dari Balai Pemasyarakatan teolang 

Penerapan Diversi yang Diaba ikan oleh Penyidik clan .laksa Penunl\n Umum. 

BAB Ill Tinjauan Tcodtis tcnlang Divcrsi 

Pada bab ini akan dijelaskao mengenai analisis tinjauan teoritis mengenai Fungsi 

Rckomendasi dari BaJai Pemasyarakatan tcncang Peoerapaa Dlvcrsi pada Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tcntang Sistcm Pcradilan Pidana Anak yang 

Diabaikaa oleh Penyidik dan .laksa Penuntut Umum. 

BAB rv Ana.lisa lcnt:tng Jawaban dari ldcntilikasi Masalah 

Pada bab ini ak,m dUelaskan m~ngenai jawaban dm·i rumusan masalah. 

BAB V Penutu1> 

Pttda bab terak.hir akan berisi penutup yang berisi kesimpulan dan s•ran duri 

penyelesaian rumusaa masalah berdasarkan permasalahan yang dipaparkan. 
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